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BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR ¢° TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 47 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

. bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip efesien, efektif, terbuka, bersaing
transparan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak ;

. bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Klaten dapat memperoleh hasil
yang maksimal  sejalan dengan prinsip-prinsip
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu
adanya satu lembaga yang mampu melaksanakan
pengadaan barang/ jasa secara profesional;

. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengadaan

barang/jasa sebagaimana tersebut pada huruf a, maka
perlu merubah Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun
2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Klaten;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu dibentuk

dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan
Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten
Klaten.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



10.

11

12

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287); :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
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14. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 47 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN KLATEN

“Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Pemerintah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2010, Nomor 41)
diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

a.

b.
C.
d

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

menetapkan Dokumen Pengadaan,;

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran,;

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website resmi

Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional,

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau

pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang

masuk;

menjawab sanggahan;

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala

Daerah;

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA;

. dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan

HPS; dan / atau perubahan spesifikasi pekerjaan.”



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 201D

BUPATI KLATEN

SUNARNA
Diundangkan di Klaten he
pada tanggal 29 Desembper 2010

S%(RETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

|NDARWAN(r5Y

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR ~“





